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ABSTRACT

Influential Factors on the Implementation of Village Budgetary Allocation
Policy in Tanjung Ria Village Sub District of Sepauk, Sintang Regency.

Joni
jont.map(@gmail com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

The main focus on this study was to examine the effectiveness of the
implementation of Village Budgetary Allocation Policy in Tanjung Ria Village,
Sub District of Sepauk, Sintang Regency. The purpose of this study was to
analyze the implementation of the effectiveness of Village Budgetary Allocation
Policy in Tanjung Ria Village, Sub District of Sepauk, Sintang Regency. This
study produced theoretical benefit, in particular in Public Administrative Science.
In addition this studypromote a practical approach to Budgetary Policy in village
area.

Study employs a descriptive methodusing qualitative approach. The object
of this research is The Budgetary Allocation Policy in Tanjung Ria Village, Sub
District of Sepauk, Sintang Regency. The analysis used a Theory of Policy
Implementation by Edward the HI that includes communication aspect, resources,
disposition and Bureaucratic structure. The results shows that the Government of
Sintang Regency has least Communication skills about Village Budgetary
Allocation Policy in continuous, consistent and clear manner. The government
also need to enhance human capacity, information, obligation, supportive
materials and buildings, infrastructure and finance. The government shall also
support the communication of policy internalisation both in face to face and
written in individual and institutton and department levels. The last, the
government shall encourage the village government to develop job description
clearly related to policy and Standard Operating Procedures about integration of
Village Budgetary Allocation.

Keywords : Implementation, Policy, Village Fund Allocation.
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ABSTRAK

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana
Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang

Joni
jon1.map(@gmail. com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di
Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang merupakan perumusan
masalah dalam penelitian ini, berdasarkan perumusan masalah tersebut maka
tujuan dan penelitian ini adalah Untuk mengetahut dan menganalis efektivitas
implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Ria Kecamatan
Sepauk Kabupaten Sintang dan kegunaan penelitiannya adalah yang Pertama,
kegunaan teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khusunya ilmu administrasi public, yang Kedua, Kegunaan Praktis
vaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi Dinas, Badan, atau Kantor
yang memiliki peran dalam penentuan kebijakan dan yang ketiga, Kegunaan
Individu yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam praktik
penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif serta objek penelitiannya adalah Desa Tanjung Ria
Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Aspek-aspek dalam penelitian ini
didasarkan pada Teori Implementasi Kebijakan oleh Edward I yang meliputi
aspek komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Berangkat
dari permasalahan dan teori serta analisis dan pembahasan hasil penelitian ini,
maka Pemerintah Kabupaten Sintang disarankan untuk melakukan komunikasi
kebijakan Alokasi Dana Desa secara berkesinambungan, konsisten dan jelas;
mempersiapkan seluruh sumber daya baik staf, informasi, kewenangan, sarana
dan prasarana serta keuangan; mendukung sepenuhnya kebijakan baik secara lisan
maupun tertulis melalut individu maupun institusi serta kelembagaan, dan
mendorong pemerintah desa untuk menyusun uraian tugas berkaitan dengan
kebijakan dan menyusun standarisasi pekerjaan di pemerintah desa melalui
Standart Operating Procedures (SOP) alokasi dana desa secara terintegrasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Kondisi Geografis, Luas Wilayah dan Iklim
Secara geografis Kecamatan Sepauk terletak di antara 0°14
Lintang Utara - 0°31° Lintang Selatan dan 110° 52" Bujur Timur - 111°
22" Bujur Timur. Dimana garis khatulistiwa melewati desa di kecamatn
sepauk yaitu desa Lengkenat dan Desa Gernis Jaya dan Ibukota
Kecamatan Sepauk adalah Desa Tanjung Ria (Secara Geografis terletak
pada 111,21° BT dan 0,06° LU) yang mana menjadi Objek Penelitian
pada penulisan TAPM ini dan batas-batas Administrasi Kecamatan
Sepauk adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sekadau dan
Kecamatan Ketungau Hilir
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan
Kabupaten Melawi
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan
Kabupaten Melawi
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sekadau
Kecamatan Sepauk adalah salah satu kecamatan dari empat belas
Kecamatan di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat yang
mempunyai luas wilayah 1.82570 Km? atau 8,44 % dari luas wilayah

Kabupaten Sintang.

58
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dan 40 desa. Adapun luas wilayah desa di Kecamatan Sepauk adalah

Secara administratif Kecamatan Sepauk pada tahun 2014 terdin

sebagat berikut:

Tabel. 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Sepauk Tahun 2014

| ' Persentase Terhadap
No Desa Luas | Luas Kecamatan (%)
| (Km”

0 @) ) )
1 | Nanga Pari b 5327 | 2.92
2 | Bemmayau | 89,76 | 492
3 | Sinar Pekayau 21,66 1,19
4 | Sekubang 50,72 2,78
5 | Nanga Libau 5776 | 3,16
6 | Sekujam Timbai 46,22 | 2,53
7 | Semuntai 99,04 | 5,42
8 | Sirang setambang L2642 | 1,45
9 | Mait Hilir 7027 3.85
10 | Lengkenat 57,26 3,14

1l | ManisRaya | 1573 | 08
12 | Kenyauk U8885 447
13 | Nanga Sepauk L 11451 | 6,27
14 | Tanjung Ria 15,18 0,83
15 | Termang Kapuas i 3525 | 1,93
16 | Ensabang | 4635 | 2,54
17 | Buluh Kuning | 2525 1,38
18 | TemawangMuntai | 3827 | 210
19 | Tawang Sari 29,29 1,60
20 | Gernis Jaya 53,24 2,92
21 | Paoh Benua 58,26 | 3,19
22 | Bedayan 7182 | 3,93
23 | Tanjung Hulu . 1606 | 0,88
24 | Sungai Rava | 1881 | 1.03

25 | Landau Panjang 21,02 L15s

26 | Bangun L3872 2,12
27 | Sukau Bersaiu C 40,07 2,19
28 | Kemantan 53,89 2,95
29 | Peninsung 30,55 1,67
30 | Sepulut 20,44 1,12
31 | Temawang Bulai 52,48 2.87
32 | Sungai Segak 5197 2,85
33 | Tanjung Balai 75,38 4,13
34 | Sinar Harapan | 56,80 | 3,11

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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o e B3 )

35 Riam Kempadik L4562 2.50
36 | Nanga Lavung I 5130 | 2.81
37 | ..imau Bakti 2475 1,36
38 | Tanjung Mawang - 1624 0.89
39 | Bungkong Baru 1470 0,81
40 | S ingai Jaung 32,50 1,78

Kecamatan Sepauk 1.825,70 | 100

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2014

F.erdasarkan luas wilayvah desa di Kecamatan Sepauk, maka desa
Tanjung Ria hanya memiliki Luas sebesar 15,18 km2 dengan persentase
terhadap luas kecamatan adalah 0,83 persen atau desa dengan luas
wilayah peringkat kedua paling kecil setelah desa Bungkong Baru. Dari
luas wilayah desa Tanjung Ria yang hanya 0,83 persen dari luas wilayah
Kecamatan sepauk maka jika dilihat dari jenis tanahnya berdasarkan data
kantor Camat Sepauk jenis tanah Aluvial seluas 348 hektar sedangkan
jenis tanah Podsolt seluas 1.170 hektar.

Desa Tanjung Ria merupakan salah satu desa dari 40 desa vang
terdapat di wilayah Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Desa ini
terletak di Ibukota Kecamatan Sepauk atau sekitar 47 Km dari Kota
Sintang. Secara administratif Desa Tanjung Ria terdiri dari 8 RT dan 3
(tiga) Dusun vaitu: Dusun Aji Melayu, Dusun Lengkung Manah dan
Dusun Batu Belian. Secara administratif batas wilayah Desa Tanjung Ria

adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Sepauk.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lengkenat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manis Raya

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gernis
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Jumlah penduduk Desa Tanjung Ria pada tahun 2014 berjumlah

2.866 jiwa vang terdiri darn 765 Kepala Keluarga (KK). Adapun jumlah

penduduk Desa Tanjung Ria berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Desa Tanjung Ria
Berdasarkan Jenis kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase

1 Laki-Laki 1.471 51,32

2 Perempuan 1.395 48,68
Jumlah 2.866 100,00 |

Sumber: Monografi Desa Tanjung Ria Tahun 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah

penduduk Desa Tanjung Ria Tahun 2014 berdasarkan jenis kelamin

menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu jauh antara laki-laki dan

perempuan. Jumlah Penduduk. Kepala Keluarga dan Dusun di Desa

Tanjung Ria Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Dusun
Di Desa Tanjung Ria Tahun 2014

No Nama Dusun Jumlah | Jumlah o Jenis Kelamin
KK Penduduk | Laki - laki | Perempuan
(1) (2) 3) (4) (5 (6)
1 Aji Melayu 200 876 433 444 ‘\
2 Lengkung Manah 271 826 466 380
3 Batu Belian 294 1164 580 584
Jumlah 765 2.866 1471 1.395

Sumber: Monografi Desa Tanjung Ria
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Desa Tanjung Ria merupakan salah satu Desa di Kecamatan
Sepauk vang laju pertumbuhan penduduknva cukup tinggi. Kepadatan
penduduk di Desa Tanjung Ria tahun 2014 adalah sebanvak 189 jiwa per

km2.

Salah satu unsur yang cukup penting dalam masyarakat Desa
Tanjung Ria adalah struktur organisasi pemerintahan Desa. Masih dalam
Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa
Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah desa, dengan demikian Struktur organisasi
sangat diperlukan dalam suatu organisasi yaitu untuk melihat kedudukan,
tugas dan tanggung jawab para pemegang jabatan vang ada didalamnya.
Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tanjung Ria adalah sebagai

berikut:

62

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



42427 .pdf

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Ria

KEPALADESA | .. ... BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN
PEMERINTAHAN EKONOMI DAN UMUM DAN KEUANGAN
DAN KESEJAHTERAAN PEMBANGUNAN
KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
AJI LENGKUNG BATU
MELAYU MANAH BELIAN
Sumber : Kantor Desa Tanjung Ria

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tanjung Ria

adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa - Liu Kin Thung
2. Sekretans Desa - Rudi Hartono
3. Kepala Urusan Pemerintahan - Edi. A
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4. Kepala Urusan Pembangunan

5. Kepala Urusan Umum

6. Bendahara Desa

6. Kepala Dusun Aji Melavu

Kepala Dusun Lengkung Manah

Kepala Dusun Batu Belian

7. Ketua RT:

RT1

RT2

RT3

RT 4

RT S5

RT 6

RT7

RT 8

Selain dari Struktur Organisasi Perangkat Desa tersebut diatas,

Pemerintah Desa Tanjung Ria juga tidak terlepas dari yang namanya

Hansip Desa

bermasyarakat khususnya di Desa Tanjung Ria serta dalam kehidupan

adat istiadat dibantu oleh Temenggung dan Ketua Adat, adapun Hansip

Desa Tanjung Ria terdin dari:

1. Abidin

2. Budi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

© Svahbudin

: Tuti Apriani

- Yosef

: Edy Sun, SP

: Suratman

- Saharsah

: Harri

: Mat Juni

. Susanto

: Mahdar

. Aprensius

: Addi Efendi
: Hasanudin

- Mahyudin Indris

vang bertugas menjaca keamanan dan ketertiban

(Ketua Hansip)

(anggota Hansip)
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3. Ajun (anggota Hansip)
4. Sirajudin (anggota Hansip)

Temenggung dan Ketua Adat di Desa Tanjung Ria adalah:

1. FX Kempeni (Temenggung)
2. M. Saad (Ketua Adat Dusun Aji Melavu)
3. Matheus miau (Ketua Adat Dusun Lengkung Manah)

4. Kusun (Ketua Adat Dusun Batu Belian)

Unsur pemerintahan desa lainnya adalah Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagal unsur penvelenggara
pemerintah desa, dimana didalam BPD itu sendiri terdini dari Ketua BPD,

Wakil Ketua, dan anggota sebagai berikut:

1. Ketua : Sudaryadi
2. Wakil Ketua : Kamasi
3. Sekretaris : Martinus Suwtit
4. Anggota . Johansyah
5. Anggota - Alhadi
6. Anggota : Benyamin
7. Anggota - Bagas
8. Anggota - Johan
9. Anggota - Kornelius
65
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B. Hasil Penelitian

Desa merupakan merupakan kesatuan masvarakat hukum vang
memiliki batas-batas wilavah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyvarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah peyvelenggaraan
urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusvawaratan Desa,
hal tersebut menjadikan pemerintah desa khususnva desa Tanjung Ria sebagai

unsur pemerintah vang paling terdepan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati
Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
di Kabupaten Sintang, berdasarkan peraturan tersebut diatas maka maka perlu
dilakukan pembenahan dan pembinaan berkaitan tentang kebijakan Alokasi

Dana Desa di Desa Tanjung Ria

Berdasarkan teori Edward III menyatakan bahwa implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu (1) komunikasi, (2)
sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur organisasi. Secara umum
kebijakan publik terdiri dari tiga tahapan. vaitu formulasi. implementasi serta
evaluasi kebijakan tersebut namun Implementasi merupakan tahap yang
paling penting dalam sebuah siklus kebijakan. karena banyak permasalahan
yang sebelumnya tidak dapat diatasi pada tingkat formulasi justru tampak
pada pelaksanaan kebijakan tersebut vyaitu pada implementasinya.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa
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Tanjung Ria ada beberapa hal vang sangat mempengaruhi proses
implementasi, vaitu:  komunikasi, sumber dava, disposisi, dan struktur

Organisasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal vang sangat penting dalam
proses menjalankan suatu kebijakan, dengan komunikast vang baik maka
suatu kebijakan juga akan diterima oleh pelaku kebijakan secara benar
tanpa adanva ambiguitas dalam memaknai kebijakan tersebut. Dengan
komunikasi maka seluruh informasi vang berhubungan dengan kebijakan
alokasi dana desa dapat diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan itu
sendiri atau dalam hal in1 adalah Desa Tanjung Ria.

Komunikasi tidak hanya dilakukan dengan satu arah saja atau oleh
pengambil kebijakan namun komunikasi vang baik harus dilakukan
dengan dua arah, dalam artian saat pelaksanaan Kkomunikasi antara
pemgambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bisa saling berdialog
dengan langsung secara formal maupun tidak formal, dengan demikian
maka tujuan, maksud dan materi tentang kebijakan Alokasi Dana Desa
dapat diterima dan diserap dengan baik oleh pelaku kebijakan.

Dalam mengkomumnikasikan kebijakan setidaknva beberapa aspek
penting vang mempengaruht komunikasi kebijakan, vyakni transmisi,

konsistensi, kejelasan.

a) Transmisi
Transmisi Dalam kamus besar bahasa indonesia dapat

diartikan sebagai pengiriman atau mengirimkan (penerusan) pesan dan

67

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



42427 .pdf

sebagainva dar seseorang kepada orang lain dalam hal i tentunva
vang di transmisikan adalah kebijakan alokasi dana desa, dengan
demikian maka apa vang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan
dengan adanya transmisi dapat dipahami dengan baik oleh pelaku

kebijakan itu sendiri.

Wawancara dengan Camat Sepauk menyatakan bahwa tujuan
dari Alokasi dana Desa adalah “Pertama meningkatkan perencanaan
dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat lalu vyang kedua Meningkatkan pelayanan pada
masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan

ekonomi masyarakat™

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa tujuan
dan alokasi dana desa selain membantu pembangunan yang ada di
desa adalah untuk meningkatkan pelavanan kepada mayarakat desa,
tentunya pelayvanan vang diberikan adalah pelayanan vang bertujuan
membangun masyarakat setempat seperti untuk kegiatan sosial dan
ekonomi masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang maksimal yang
didukung oleh dana yang memadai atau dibantu dari alokasi dana desa

maka akan dipastikan hasil yang didapatkan juga maksimal.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten

Sintang menyatakan bahwa tujuan dari Alokasi dana Desa adalah:
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“Yang pertama-tama adalah untuk mengerakkan perekonoman
pemerintahan  desa, vang kedua Dberkaitan dengan
pemberdavaan masvarakat sehingga dengan adanva alokasi
dana desa in1 desa bisa memprogramkan vang terkait dengan
potensi apa vang akan dikembangkan di desa untuk
kesejahteraan masyarakat desa dan proses penyelenggaraan
pemerintahan desa, ini tujuannya sebagai dana pancingan
karena desa diberikan stimulan dana secara kontinyu setiap
tahunnya dimulai dan tahun 2007 sampai dengan sekarang,
kalau target cukup atau tidaknva alokasi dana desa vang jelas
kurang cukup karena dananva belum besar kecuali dengan
program kedepannva tahun 2015 kedepannva akan digulirkan
dari dana APBN"™.

Berdasarkan pernyataan di atas sudah jelas bahwa dengan
adanya alokasi dana desa maka diharapkan perekonomian pemerintah
desa dapat terus ditingkatakan, pemberdayaan masyarakat dapat
berjalan dengan maksimal dan proses penyelenggaraan pemerintahan

desa dapat terus berjalan kearah yang semakin baik.

Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kantor
Kecamatan Sepauk menjelaskan bahwa tujuan dari Alokasi dana Desa

adalah:

“tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut 1alah untuk membantu
pembangunan yang ada di desa, yang kedua untuk membantu kegiatan
seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat serta juga berfungsi untuk
mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada didesa yaitu untuk
membantu kegiatan-kegiatan vang bersifat menunjang kegiatan-
kegiatan masyarakat khususnya seperti dipasar™ .

Penjelasan di atas dapat diartitkan bahwa tujuan dan alokasi
dana desa salah satunya adalah membantu pembangunan vang ada di
desa, karena sampai dengan saat ini dari 40 (empat puluh) desa yang
ada di kecamatan sepauk hanya satu desa saja yang sudah memiliki

Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli daerah, yaitu desa tawang
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Sar1, sementara desa Tanjung Ria Merupakan salah satu desa dari 39
Desa yang sampai dengan saat i belum memiliki pendapatan ash
desa. Dengan adanva alokasi dana desa maka pembangunan vang ada
di desa dapat dibantu dari alokasi dana desa seperti contohnva rabat

beton dan fasilitas umum lainnya.

Sehubungan dengan tujuan alokasi dana desa, Kepala Desa
Tanjung Ria menyatakan bahwa “Meningkatkan perencanaan dan
penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat yang kedua”(wawancara pada hari Kamis, 19 Maret
2015). Berkenaan dengan tujuan alokasi dana desa berdasarkan
wawancara tersebut diatas, kepala Desa Tanjung Ria mengerti dan

memahami tujuan kebijakan alokasi dana desa dengan baik.

Dalam mentransmisikan suatu kebijakan dapat dilakukan
dengan berbagai cara sehingga kebijakan vang diambil dapat sampai
kepada pelaku kebijakan itu sendiri salah satunya adalah dengan cara
melakukan penyampaian informasi vang baik dalam bentuk rapat
kerja, bimbingan teknis ataupun melalui pertemuan pertemuan dengan
mempertemukan salah satu atau dua pengambil kebijakan dengan
pelaku kebijakan sehingga apa vang diharapkan dicapai oleh
pengambil kebijakan dan dapat dilaksanakan oleh pelaku kebijakan itu
sendiri, hal tersebut sejalan dengan apa vang telah disampaikan oleh
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat ~ dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, yang

menyatakan bahwa:
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“Yang jelas dana desa imi diberikan dengan ditetapkan dengan
Keputusan bupati, artinva semuanva masuk ke desa dan melalui
rapat kerja ataupun melalui pembinaan di masing-masing
kecamatan, vang jelas dengan diberikan alokasi dana desa ini
maka kewajiban pemerintah  kabupaten = memberikan
pembinaan dar pada penggunaan, pelaksanaan sampai dengan
pertanggungjawaban,artinya disebarkan secara luas karena
payvung hukumnya adalah keputusan bupati™

Penyvampaian informasi sangat memegang peranan penting
dalam menstransmisikan suatu kebijakan, karena apabila informasi
vang diberikan masih kurang, tidak berkesinambung dan tidak jelas
akan berpengaruh terhadap kesamaan persepsi dalam menindaklajuti
suatu kebijakan tersebut bahkan bisa dipastikan juga kemungkinan
pertentangan-pertentangan, perbedaan persepsi tidak dapat dihindari
vang juga bisa mengakibatkan pandangan terhadap suatu kebijakan
alokasi dana desa menjadi sangat banyak. Wawancara dengan Kepala
Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdavaan Masyarakat

dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

“Kalau instansi di kabupaten jelas yang terlibat terutama
tupoksi pelaksananya yang dulunya kantor pemberdavaan
masyarakat dan pemerintah desa, yang kedua SKPD yang
terlibat Badan Pengelola Keuangan dan aset (BPKAD), vang
ketiga yang terlibat adalah dinas pendapatan karena terkait
dengan pajak, yang keempat terkait dengan evaluasi daripada
penyusunan APBDes ini adalah bagian hukum Setda
Kabupaten Sintang, jadi ada empat instansi vang terlibat, kalau
untuk di tingkat kecamatan tupoksinva ada di kecamatan
sebagai pembina dan pengawas.”.

Pernvataan di atas menunjukkan bahwa Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang sebagai salah

satu leading sector yang melaksanakan pembinaan Alokasi Dana Desa
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telah melibatkan juga instansi terkait seperti BPKAD. Dispenda dan

Bagian Hukum Setda Kabupaten Sintang.

Lebih lanjut Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan
Pemberdavaan Masvarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang
menambahkan terkait dengan berapa kali diadakan penvebaran
informasi bahwa:

“Yang jelas untuk rutinitasnva dua kali, pertama rapat kerja di
Kkabupaten dan vang kedua terkait dengan proses
penvusunannya vang berada dimasing-masing kecamatan,
selanjutnya ada bimtek-bimtek vang dilaksanakan tidak
menyebar ke seluruh kecamatan, namun hanya ke kecamatan-
kecamatan tertentu, artinya pemerintah kabupaten melalui
BPMPD memberikan pembinaan minimal satu tahun dua kali
untuk semua desa dan semua kecamatan. Kalau ke desa
langsung karena jumlah desa kita sekarang berjumlah 391 desa
kita ada pembinaan secara langsung namun tidak semua desa
hanya ke desa-desa yang di prioritas kan saja tarkait dengan
desa-desa vang bermasalah dengan APBDes dan ada laporan
secara langsung maka dilakukan pembinaan dan dalam satu
tahun diperkirakan diatas lima puluh desa minimalnya™.

Pemyataan di atas menunjukan bahwa Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa setiap tahun selalu melaksanakan
penyebaran informasi berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana
desa. Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang
menjelaskan pesan-pesan vang selalu disampaikan berkaitan dengan
penyebaran informasi. bahwa “Terkail dengan pagu anggaran vang
diterima oleh desa, vang kedua proses pembagian dana antara

pemerintah desa dan BPD serta aspek pemberdayaan kepada

pemerintah desa”.
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Pernvataan di atas menunjukkan bahwa Badan Pemberdavaan
Masvarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang selalu
menegaskan agar dalam proses pembagian dana antara pemerintah
desa dengan BPD dilakukan secara proporsional, jangan sampai
menimbulkan kecemburuan antara yang satu dengan vang lainnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kantor Kecamatan

Sepauk menjelaskan berkaitan dengan penyampaian informasi bahwa:

“Dilaksanakan dari yang dulu namanya Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa yang sekarang ini sudah
menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
desa, lalu juga diadakan dikabupaten yaitu Raker antara
Camat, Kades dengan BPD termasuk didalamnya juga
mensosialisasikan masalah pengelolaan ADD yang masuk ke
desa dan kecamatan sendiri sebagai pendamping desa dan
membantu menferivikasi APBDes dan SPJ Desa. (wawancara
Kamis, 19 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukan informasi yang
disampaikan tidak hanya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa tetapi juga di dampingi oleh tim
verifikator dari kecamatan, dimana tim verifikator tersebut ditunjuk
dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati yang mana tugasnya
adalah mendampingi desa dalam melaksanakan kebijakan alokasi
dana desa dimular dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan

mempertanggungjawabkan.

Dalam setiap kesempatan pertemuan dan pembinaan vang
dilaksanakan oleh pengambil kebijakan atau dart SKPD yang ada di
tingkat Kabupaten di akhir kegiatan tersebut selalu disisipkan pesan-

pesan kepada desa dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa,
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Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kantor Kecamatan
Sepauk menjelaskan bahwa “Pesan-pesan yang disampaikan tentunya
dalam melaksanakan segala sesuatu khususnva dalam pengelolaan
ADD yang ada di Desa Tanjung Ria, pertama kita harus mengacu
kepada peraturan-peraturan yang ada, yang kedua supaya tidak
menyimpang dari ketentuan yang ada lalu dalam penganggarannya

sudah barang tentu sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu™.

Wawancara dengan Camat Sepauk, menjelaskan bahwa Pesan-
pesan yang disampaikan dalam rangka penyebaran informasi tentang
kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria adalah bahwa
“kepada Kepala Desa dan kepada Aparat Desa vaitu dalam
menggunakan dana alokasi desa harus dengan transparan yang kedua
pelaporan harus tepat waktu dan yang ketiga pengawasan yang tepat

sasaran’”.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa tidak hanya
kepada kepala desa dan aparat desa yang ada di Desa Tanjung Ria,
namun kepada semua desa vang ada di kecamatan sepauk bahwa
penggunaan alokasi dana desa harus di ketahui oleh masyarakat luas
dalam artian penggunaannya harus transparan dengan cara melaporkan
secara rutin kepada masyarakat tentang penggunaan alokasi dana
sehingga dengan demukian pengawasan juga dapat dilakukan oleh

masyarakat itu sendirn.
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Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria berkaitan
dengan komunikator dalam penvampaian informasi bahwa “Biasanva
setiap tahun diadakan rapat kerja di kabupaten sintang vang
pembukaannva di buka oleh Bupati Sintang, Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa”. (hasil wawancara

Kamis, 19 maret 2019).

Menindaklanjuti hasil wawancara tersebut diatas maka pada
setiap kesempatan pertemuan atau pembinaan serta rapat kerja di
tingkat kabupaten selalu di buka oleh Bupati Sintang atau yang
mewakili, hal tersebut menunjukkan betapa pedulinya dan seriusnya
pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pentingnya kebijakan alokasi
dana desa untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Sintang yang
berjumlah 391 desa, salah satunya adalah desa Tanjung Ria, dan pesan
vang disampaikan beliau berkaitan dengan kebijakan alokasi dana
desa adalah hubungannya dengan budayva kerja vaitu supaya desa-desa
yang ada dikabupaten sintang menerapkan budava kerja keras, kerja
tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas dan hindari minuman keras. Dengan
melaksanakan budava tersebut maka diharapkan desa mampu

melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dengan baik dan benar.

Salah satu kemampuan vang seharusnya dimiliki oleh Kepala
Desa beserta dengan perangkatnya adalah mampu memahami,
mengetahui dan dapat melaksanakan tugas-tugasnva sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan
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Pemberdavaan Masyarakat dan Pemernintahan Desa menvatakan
bahwa “Terkait dengan pagu anggaran vang diterima oleh desa, vang
kedua proses pembagian dana antara pemerintah desa dan BPD serta

aspek pemberdayaan kepada pemerintah desa™.

b) Konsistensi

Konsistenst adalah gagasan atau keputusan yang tidak
berubah-rubah secara singkat, hal ini sangat penting dalam
mengkomunikasikan implementasi  kebijakan, dengan adanya
konsistensi maka fokus terhadap pelaksanaan kebijakan akan tetap
terjaga tanpa adanya keraguan akan perubahan keputusan-keputusan
dan peraturan-peraturan perundang-undangan vang berlaku secara
cepat, sehingga pelaksana kebijakan diberikan kesempatan untuk
memahami secara mendalam kebijakan yang diberikan secara terus
menerus.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa
pada Badan Pemberdavaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Sintang menvatakan bahwa:

“alokasi dana desa ini merupakan program nasional, artinya
kewajiban  kabupaten 1m  untuk  meneruskannya,
mengalokasikannya, memberikan kepada desa. Dan
sepegetahuan sava sampai dengan saat in1 berkaitan dengan
pertentangan informasi belum ditemukan pertentangan
antara SKPD satu dengan vyang lainnva. Karena pada
dasamya pemerintah harus mempermudah pelaksanaan
alokasi dana desa ini”.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dijelaskan

bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan pertentangan
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antara SKPD satu dengan vang lain. bahkan pemerintah kabupaten
sintang ditekankan supava mempermudah pelaksanaan alokast

dana desa ini dalam artian vang positif atau tidak main curang

Wawancara dengan Kasubbag keuangan dan Program
Kantor Kecamatan Sepauk sebagai ketua tim fasilitator atau
pedamping desa berkaitan dengan pertentangan-pertentangan
informasi dan perintah dalam kebijakan alokasi dana desa

khususnva di Desa Tanjung Ria, menyatakan bahwa

“Kalau i1tu hanya semacam miskomunikasi terutama dari
vang membidangt masalah desa yaitu Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang dengan pihak
Inspektorat, dari informasi itu kadang ada yang tidak nyambung,

masuknya informasi versi Pemdes dan inspketorat berlainan”.

Dar permyvataan diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan
pendapat antara inspektorat dengan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah hanva sebatas perbedaan
penyampaian kebijakan itu sendiri, yang intinya adalah sama
maksud dan tujuannya namun dapat dianggap berbeda oleh desa itu

sendiri.

Lebih lanjut Berkenaan dengan konsistensi, Kepala Bidang
Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:
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“Kita pada dasarmya sangat konsistensi, disamping
memberikan dana desa kepada semua desa, kita adakan
raker dengan melibatkan instansi-instansi terkait, tentunya
kalau dalam bidang pengawasan kita melibatkan inspektorat
Kabupaten, dalam tata cara pembuatan produk hukumnya
kita melibatkan bagian hukum, dalam proses penvusunan
kita melibatkan SKPD kita sendiri sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Artinya kita secara Kkonsisten proses
penvelenggaraan pemerintah desa ini tetap kita berikan
semacam pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan
dengan tetap melibatkan instansi terkait™

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa
konsistensi yang vang diterapkan tidak hanya sebatas memberikan
dana desa kepada semua desa saja, tapi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa juga berkewajiban melakukan
pengawasan secara konsisten dengan melibatkan instansi yang

terkait seperti Inspektorat Kabupaten Sintang.

¢) Kejelasan

Kejelasan merupakan salah satu aspek penting lainnya dalam
mengkomunikasikan kebijakan selain transmisi dan konsistensi.
Aspek kejelasan sangat penting untuk memastikan bahwa Kebijakan
alokasi dana desa sampai kepada pelaku kebijakan itu sendiri secara
utuh dan tidak sepotong-sepotong untuk itu sangat diperlukan
petunjuk teknis (juknis) dan pedoman dalam memberikan kejelasan
terhadap kebijakan tersebut. Hal senada juga di kemukana oleh Atong
(dalam Jurnal Ilmu Sostal dan Polittk 2012:11) vang menvatakan
bahwa “implementasi kebijakan yang efektif kecil kemungkinannya

terjadi bila kejelasan belum cukup”.
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Berkenaaan dengan petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa
di  DesaTanjung Ria, wawancara dengan Kepala Bidang
Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdavaan Masvarakat dan
Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:
“Dalam penetapan alokasi dana desa ini kita tentu mengacu
kepada pedoman yang terkait dengan dikeluarkannya surat
keputusan bupati tentang penetapan pagu alokasi dana,
disana juga sudah ada petunjuk teknis vang dikeluarkan
oleh kepala BPMPD terkait dengan pelaksanaan petunjuk
dilapangan, artinya panduan pelaksanaan alokasi dana desa

ini, bukan cuman kepada desa tanjung ria tetapi kepada
semua desa itu ada pedomannya’.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa
penetapan alokasi dana desa harus ditetapkan dengan keputusan
Bupati Sintang terutama yang berkaitan dengan jumlah pagu masing-
masing desa, dan dengan di keluarkannya peraturan tersebut maka
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
berkewajiban mengeluarkan petunjuk teknik berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang tidak hanya ditujukan
kepada Desa Tanjung Ria saja tetapi kepada seluruh desa yang ada di

kabupaten sintang.

Berkenaan dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan
kebijakan alokasi dana desa, menurut hasil wawancara dengan
Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan sepauk vang
menyatakan bahwa “Petunjuk-petunjuk teknis memang ada untuk
sebagai acuan didalam desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

terutama dalam mengelola masalah keuangan desa™.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa
petunjuk teknis vang ada sekarang adalah untuk memperjelas desa
dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa agar tidak

menyimpang dari ketentuan yang telah di tetapkan.

Lebih lanjut Kepala Desa Tanjung Ria menyatakan bahwa
“Petunjuk teknisnva tentang teknis penyusunan APBDes, biasanya
setiap tahun diberikan petunjuk teknis vang baru, tapi pada tahun 2014
kami belum diberikan petunjuk teknis, jadi masth menggunakan

petunjuk teknis yang lama™.

Walaupun Kepala Desa Tanjung Ria menyatakan bahwa
petunjuk teknis yang ada sebagai pedoman penvusunan APBDes,
namun lebih dari itu petunjuk teknik yang ada adalah termasuk
didalamnya mengatur tentang bagaimana melaksanakan kebijakan
alokast dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai
kepada pertanggungjawabannya. Namun Bendahara Desa Tanjung Ria
mengatakan bahwa belum ada petunjuk teknis, namun setelah
dikonfirmasi ternyata didesa Tanjung Ria sudah terdapat petunjuk
teknis, hanya saja belum disampaikan kepada bendahara, menginggat
bendara yang sekarang ini baru menjabat sebagai bendahara sekitar

dua bulan.

2. Sumber Daya

Dijelaskan pada Bab II bahwa sumber daya merupakan unsur yang

terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, yang

80

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



42427 .pdf

secara nvata dan potensial dapat digunakan untuk menmingkatkan suatu
kebyjakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan itu sendin, secara
khusus sumber dava manusia merupakan aspek vang sangat penting karena
manusia sendiri sangat mudah dipengaruhi oleh faktor luar maupun dalam
sehingga dalam menjalankan suatu kebyakan sangat perlu adanya
pengalaman baik dart dalam maupun dan luar, ditambah lagi sifat-sifat
manusia vang terkadang bisa berubah saat dipengaruhi oleh kondisi sosial,
politik dan ekonomi. Dalam suatu implementasi kebijakan menurut Teon
Edward TII Sumber Daya terdin dan Staf, Keuangan, Perlengkapan,

Informasi dan wewenang.

a. Staf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Staf didefimsikan
sebagai sekelompok orang vg bekerja sama membantu seorang ketua
dalam mengelola sesuatu pekerjaan. Staf diartikan juga sebagai
bagian darn organisas! vang tidak mempunyai hak untuk memberikan
perintah, namun mempunval kewajiban untuk membantu pimpinan,
memberikan masukan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas-tugas vang telah ditetapkan atau
direncanakan maka seorang staf harus memenuhi kemampuan yang
lebih dari cukup dalam menjalankan tugasnya sebgai staf diantara
adalah:

1) Memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing
2) Memiliki wawasan yang luas
3) Memahami visi dan misi organisasi

4) Memiliki etika kerja yang baik
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5) Menguasai alternatif pemecahan masalah
6) Memiliki kemampuan pribadi vang baik

7) Memihiki integritasvang tinggi

Dalam menentukan keberhasilan 1mplementasi kebijakan
alokasi dana desa maka keterampilan dan keahlian dalam
melaksanakan tugas sangatlah penting dan hal tersebut tergantung
kepada keberadaan staf vang ada di desa khususnva desa Tanjung Ria.

Salah satu indikator penting dalam mengukur kesiapan sumber
daya staf adalah dengan melihat tingkat pendidikan sumber daya
manusia 1tu sendiri, untuk sumber daya manusia berdasarkan tingkat
pendidikan yang ada dikecamatan sepauk sendin dapat kita tampilkan
berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Data Sumber Daya Manusia di Kecamatan Sepauk
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014

No Instansi/ SD | SMTP | SMTA | DVII | DIII/S1/S2
Lembaga
1 Kantor Camat 0 0 9 1 10
2 | Cabdisdik 0 0 3 1|8
3 | Puskesmas 0 0 13 11 ] 17
4 | BKB 0 0 4 ol 0
5 | KUA 0 0 2 0 0
| 6 | PenyPerkebunan| O | O | 1 0 0
7 | PPL 0 0 2 0 13
8 | Mantri Tani 0 0 0 0 | 1
9 | Sekdes 0 0 20 0 | 0
2014 0 0 54 | 13 i 49
2013 0 0 56 12 . 49
2012 0 0 | 81 9 | 35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang
Berdasarkan tabel di atas, untuk sumber daya yang berada

pada tingkat desa khusus untuk sekdes yang pegawai negeri sipil

semuanya untuk tingkat pendidikannya masih berada pada tingkat
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SMTA atau SLTA sederajat. keberadaan Sekretaris Desa vang
merupakan salah satu sumber dava manusia vang ada di tingkat
kecamatan merupakan tingkat minimal pendidikan vang di svaratkan
untuk menjadi perangkat desa khususnya di desa Tanjung Ria, hal
tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Camat Sepauk yang
menyatakan bahwa “Tentunya disini yang pertama-tama adalah
pendidikan ya minimal tamat SLTA atau sederajat SMA lalu berbadan
sehat atau sehat jasmani dan rohani vang ketiga kelakuan baik yang
dibuktikan dari kepolisian lalu bermasyarakat™.

Berkenaan dengan tingkat pendidikan dan penguasai teknologi
aparatur yang ada di desa khususnya di desa Tanjung Ria dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5

Data Aparatur Desa Tanjung Ria
Menurut Tingkat Pendidikan dan Penguasaan Teknologi

Tingkat Penguasaan
No Nama Jabatan Pendi%iikan Korgnguter
i Liu Kin Thung Kades SMA Tidak Bisa
2 Rudi Hartono Sekdes SMA Bisa
3 Edi. A Kaur. Pem SMA | Tidak Bisa
4 Syahbudin Kaur Ekbang SMA Bisa
S Tuti Apriani Kaur Umum SMA Tidak Bisa
6 Yosef Bendahara SMA Bisa

Sumber : Data Kepegawaian Desa Tanjung Ria, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dielaskan bahwa dari enam
orang termasuk Kades sebagai aparatur vang ada di Desa Tanjung Ria
separuh atau setengahnya saja yang bisa menggunakan komputer hal

tersebut dapat saja berpengaruh secara keseluruhan terhadap proses
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pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa vang ada di Desa Tanjung
Ria.

Berkaitan dengan sumber dava manusia khususnya di Desa
Tanjung Ria, sistem penerima kepala urusan atau perangkat desa dan
bendahara juga menjadi perhatian khusus, karena hal tersebut
bergantung kepada kecapakan Kepala Desa terpilth dalam menentukan
perangkat desanya, wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan
Desa pada Badan Pemberdayaan Masvarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Mengacu pada tahun anggaran 2014, maka pedoman yang

dipakai berdasarkan undang-undang nomor 32, PP Nomor 72

dan perangkat desanya bahwa pemberhentian dan

pengangkatan kepala desa ini merupakan kewenangan kepala
desa atas persetujuan BPD, artinya masa jabatan kepala desa

ini adalah selama enam tahun dan kalau dia bagus bisa dipilih
dua periode”.

Dan pernyataan diatas maka dapat dijelaskan bahwa sistem
penerimaan perangkat desa tetap berdasarkan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,
dimana dikarenakan pemilihan perangkat desa masih menjadi
wewenang kepala desa maka dapat dipastikan bahwa masa jabatannya
juga sama dengan masa jabatan kepala desa dan setiap pergantian
kepala desa, biasanya perangkat desa juga ikut berganti.

Yang menjadi kunci utama juga dalam pelaksana alokasi dana
desa adalah bendahara desa, untuk 1tu dalam merekrut bendahara desa

paling tidak ada beberapa kriteria yang harus di penuhi paling tidak
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menguasal komputer, hal tersebut sejalan dengan apa vang dikatakan
oleh Kasubbag Keuangan dan Program kantor Kecamatan sepauk
vang menvatakan bahwa “Svarat untuk menjadi bendahara, svarat
umum adalah minimal tamatan SMA, vang kedua memang harus
menguasal komputer karena dalam bekerja rata-rata menggunakan
komputer dan vang ketiga intinya orang itu mau bekerja™.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan struktur organisasi
vang ada di Desa tanjung Ria, Kasubbag Keuangan dan program
kecamatan Sepauk menyatakan bahwa :

“Kalau untuk struktur organisasi untuk melaksanakan
kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria yang
selama ini mengacu kepada peraturan yang ada yaitu kades
sebagai penanggung jawab umum lalu dibantu oleh pejabat
penatausahaan keuangan desa yang melekat pada sekdes,
dalam setiap rancangan batk APBDes selalu dirancang oleh
sekdes, setelah dirancang maka diusulkan kepada Kades,
setelah itu kalau Kades telah menyetujut baru dibawa rapat
bersama dengan BPD, itu yang merupakan tugas Sekdes
selaku pejabat penata usahaan keuangan desa, lalu disamping
itu juga ada bendahara yvang tugas dan fungsinya adalah untuk
melaksanakan admunistrasi  keuangan desa baik dalam
pencairan, menerima uang serta dalam pembukuannya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas maka dapat diartikan
bahwa kalau melihat tugas yang ada dari struktur organisasi vang telah
ditetapkan maka seharusnya semua perangkat desa vang ada di desa
tanjung ria bisa menvelesaikan tugasnya sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing.

wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten

Sintang, menyatakan bahwa:
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“Jadi kita kalau mengacu kepada struktur pemdes, vang jelas
penanggung jawab pengguna anggaran itu adalah kepala desa,
dibawah kepala desa ada vang namanva bendahara dan
mengacu pada undang-undang 32 dan 72, bendahara tidak
tercantum secara struktur kalau secara legal formalnya, vang
ada kan istilahnva Kaur, Sekretaris dan Kepala Desa, namun di
uang-undang yang baru ini nomor 6 dan PP nomor 43 tentang
keuangan desa maka bendahara merupakan yang melekat
dalam struktur pemerintahan, jadi bendahara vang tugasnya
mencatat, menerima dan membuat pertanggungjawaban dalam
strukturnya sudah jelas™.

Darn pernyataan diatas kita bisa melihat bahwa sudah jelas jika
Kepala Desa sebagal pengguna anggaran mempunyai kewenangan
tertinggi pada pemerintah desa khususnva Desa Tanjung Ria dengan
dibantu oleh perangkat desa dan bendahara desa dalam pengelolaan
kebijakan alokasi dana desa.

Kompetensi kepala desa dan Perangkat Desa yang ada di Desa
Tanjung Ria sangat perlu untuk di tingkatkan demi mengasah
kemampuan yang mereka miliki, mengingat Kepala Desa dan
Perangkat Desa adalah lulusan SMA maka tidaklah cukup, untuk itu
perlu adanya pelatihan secara khusus.

Lebih lanjut wawancara dengan kasubbag Keuangan dan
Program Kantor Kecamatan Sepauk, menyatakan bahwa “Bentuk
pembinaan dan pelatihan mulai dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh
kabupaten vaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa, lalu disamping itu juga diadakan Bimtek-bimtek seperti di
Kabupaten dan juga termasuk bimtek dikecamatan juga dan juga
pernah beberapa kali dilaksanakan diluar daerah seperti ke jakarta”

{(wawancara, Kamis 19 Maret 2015).
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Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pemerintah

kabupaten tidak hanva tinggal diam terhadap kebijakan vang sudah

diambil tetapi juga terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan

bimbingan teknis kepada desa khususnya Desa Tanjung Ria.

b. Sumber Daya Keuangan

Selain dipengaruhi oleh sumber staf atau sumber daya

manusia, aspek penting dalam implementasi kebijakan alokasi dana

desa adalah aspek keuangan, karena suatu kebijakan sangat mustahil

bisa dijalankan tanpa adanya dukungan dana. Untuk

tahun 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Ria adalah sebagai

berikut;
Tabel 4.6
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2014
KODE URAIAN JUMLAH |
REK
(1) @) 3)

1 PENDAPATAN DESA 198.900.000

122 Bagi Hasil pajak (PBB) 4.700.000

131 Dana Perimbangan Pusat dan Daerah ADD 91.000.000

142 | Bantuan Kecuangan Provinsi o 4.800.000

153 Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 98.400.000

21 BELANJA DESA

2101 SEKRETARIAT

01 PROGRAM  URUSAN UMUM DAN | 19.463.000
|| KEUANGAN - I

01 01 KEGIATAN RUTIN PERKANTORAN DAN

RAKOR

212 Belanja barang dan Jasa 12.398.000

21201 Belanja bahan habis Pakai | 2.936.000

21203 Belanja Jasa Kantor | 5.100.000

21205 Belanja cetak dan Pengandaan 282.000

21208 Belanja makanan dan minuman 880.000
121210 Belanja perjalan dinas 3.200.000
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B - R B
01 04 PENINGKATAN KAPASITAS AP. DESA
DAN BPD
212 Belanja barang dan Jasa 2.365.000
| | Biaya Bimtek Sekretaris dan Bendahara 1.500.000
Belanja Perjalanan dinas ke Kecamatan 865.000
01 06 PENINGKATAN BELANJA DESA DARI 4.700.000
SEKTOR PBB - |
21101 Belanja Pegawai / Insentif PBB 1.880.000
212 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000
21201 Belanja Bahan Habis Pakai 763.000
21205 Belanja Cetak dan Pengandaan 132.000
21208 Belanja makanan dan Minuman 440.000
(21210 | Belanja perjalananDinas | 1485000
02 PROG. URUSAN EKONOMI  DAN | 34.447.000
PEMBANGUNAN
0208 KEGIATAN PEMBANGUNAN
KANTOR/BALAI DESA
PEMBANGUNAN KANTOR DESA
LANJUTAN
212 | Belanja Barang dan Jasa 34.447.000
21202 Biaya Bahan material 25.807.000
2120307 | Belanja jasa Pihak Ketiga/Upah Kerja 8.640.000
03 PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN | 18.563.000
DAN KESRA
03 01 KEGIATAN PELAKSANAAN 1.037.500
MUSRENBANG DESA
121101 Belanja Pegaway/Honorarium - 650.000
212 Belanja Barang dan Jasa 387.500
21201 Belanja Bahan Habis Pakai 148.000
21205 Belanja Cetak dan Pengandaan 49.500
21210 Belanja perjalanan Dinas 190.000
0304 | KEGIATAN PENYUSUNAN APB DESA | 1.630.000
21101 Belanja Pegawai/Honorarium 940.000
212 Belanja Barang dan Jasa 690.000
21201 Belanja Bahan Habis Pakai 148.000
21205 Belanja Cetak dan Pengandaan 207.000
21210 Belanja perjalanan Dinas 335.000
0305 | KEGIATAN PENYUSUNAN LPJ DESA 1.545.600
21101 Belanja Pegawai/Honorarium 825.000
212 Belanja Barang dan Jasa 720.600
21201 Belanja Bahan Habis Pakai 143.600
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o T T e T T e
121205 Belanja Cetak dan Pengandaan 132.000
21208 Belanja Makanan dan Minuman | 110.000
21210 Belamja perjalanan Dinas 335.000
03 07 KEGIATAN PENINGKATAN TRANTIB 1.500.000
21104 Belanja Pegawai/Honorarium Bulanan 1.500.000
0310 KEGIATAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD 1.809.900
21101 Belanja Pegawai/Honorarium 1.230.000
212 Belanja Barang dan Jasa 579.900
21201 Belanja Bahan Habis Pakai 88.400
21205 Belanja Cetak dan Pengandaan 181.500
21210 Belanja perjalananDimas =~ | 310.000
03 12 KEGIATAN PEMBINAAN KEPADA RT/RW 6.240.000
21104 Belanja Pegawai/Honorarium Bulanan 6.240.000
0318 KEGIATAN PEMBINAAN POSYANDU 4.800.000
DESA
21101 Belanja Pegawai/Honorarium 2.040.000
212 Belanja Barang dan Jasa
21201 Belanja Bahan Habis Pakai 2.760.000
10102~ [BELANJABPD - 6.327.000 |
01 PROGRAM  URUSAN UMUM DAN 6.327.000
KEUANGAN
0101 PENYEDIAAN ADM RUTIN DAN RAKOR 6.327.000
212 Belanja Barang dan Jasa 6.327.000
21201 Belanja Bahan Habis Pakai 1.879.500
21205 Belanja Cetak dan Pengandaan 216.500
21208 Belanja Makanan dan Minuman 1.166.000
21210 Belanja perjalanan Dinas 3.065.000
P | BELANJA TIDAK LANGSUNG  1120.100.000
22 BELANJA PEGAW AI/PENGHASILAN | 119.100.000
TETAP DAN SANTUNAN
22101 Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa 98.400.000
22102 Santunan Kades dan Perangkat Desa 12.900.000
22105 Santunan Temenggung/Punggawa/Ketua adat 4.800.000
22106 | SontunanBendahoraDesa | 3.000.000_
223 BELANJA HIBAH B
22301 Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 1.000.000
)

Sumber : APBDes Desa Tanjung Ria Tahun Anggaran 2014
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Berdasarkan Rekapan APBDes Desa Tanjung Ria diatas dapat
diartikan bahwa seluruh anggaran pendapatan dan belanja desa pada
tahun 2014 hanyva berjumlah Rp. 198.900.000, dari total anggaran
vang ada Rp. 120.100.000 atau 60,4 persen digunakan sebagai belanja
tidak langsung atau belanja pegawai seperti untuk gaji, tunjangan dan
santunan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan
Temenggung/Punggawa/Ketua Adat.

Dana vang dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dar belanja perjalan dinas
untuk  kegiatan rakor termasuk didalamnya adalah untuk
mengkonsultasikan implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah
sebesar Rp. 3.200.000, Kegiatan Penyusunan APBD desa Rp.
1.630.000 dan kegiatan penyusunan LPJ (Laporan
Pertanggungjawaban) Desa Rp. 1.545.600 dengan jumlah total
keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.375.600 atau 3,2 persen dari total
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Ria tahun Anggaran
2014,

Selama ini juga pengelolaan keuangan desa khususnya
pertanggungjawaban lebih banyaknva dibebankan kepada Bendahara
Desa, sementara vang banvak menggunakan dana seperti perjalanan
dinas adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan juga vang
mendapatkankan gaji serta tunjangan vang lebih besar adalah kepala

Desa dan Sekretaris Desa, padahal dilapangan sendiri yang memiliki
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beban kerja vang cukup tinggi adalah bendahara desa, sementara
honor vang diterimanya tidaklah seberapa.

Dalam pengelolaan keuangan desa seperti vang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaannya harus sesuai dengan
paraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan
harus juga sesuai dengan petunjuk teknis vang ada sehingga
dikemudian hari diharapkan tidak menimbulkan masalah bagi
pelaksana kebijakan itu sendiri. wawancara dengan Kepala Bidang
Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Yang jelas untuk referensi ini karena proses penyusunan ini

selalu kita monitor melalui proses pembinaan dan juga

melibatkan kecamatan selaku pembina dan pengawas juga,
sehingga pelaksanaan selama ini sudah mengacu kepada
peraturan yang ada, Referensi kita adalah kita melihat hasil
audit dari inspektorat kabupaten sintang, vang jelas untuk

sementara ini pelaksanaannva sudah sesuai dengan peraturan
yang ada”.

Dari pernvataan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan
alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria sudah sesuai dengan aturan
yvang berlaku, hal tersebut dikarenakan adanva upaya dari Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk selalu
melakukan pengawasan dan pembinaan serta monitoring terhadap
desa sehingga pelaksanaannya tidak menyimpang dar aturan yang
telah ditetapkan.

Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program kantor
Camat sepauk Menyatakan bahwa tunjangan yang diterima oleh

bendahara desa adalah
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“Kurang lebih 300 ribuan perbulan dan untuk honor vang
hanya 300 ribuan per bulan kalau dibandingkan dengan tugas dan
tanggungjawabnya itu memang tidak sesuai, karena apa kalau hanva
300 nbu sekali bolak balik dan konsultasi kesana sini sudah habis
berapa dan kalau menharapkan SPPD juga tidak cukup dan
kedepannya kita mengharapkan adanva peningkatan dan perhatian dari
pemerintah yang mengambil kebijakan dalam hal ini™.

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa dengan honor
vang sangat kecil tersebut sangat mustahil kinerja vang diharapkan
dapat maksimal untuk itu perlu adanva perhatian secara Khusus
mengenai hal ini, paling tidak untuk penghasilan yang seharusnya
diterima seorang bendahara desa perbulannya adalah satu juta keatas,
hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bendahara desa
tanjung ria vang menyatakan bahwa “Per bulannya sekitar 300 ribu
rupiah, sebenarnya masih jauh dari kurang, mengharapkan yang lebih,
paling tidak satu juta keatas untuk membantu kinerja™.

Melihat masih kurangnya alokasi dana desa vang diberikan
oleh pemerintah saat ini, maka pemerintah mengharapkan supava desa
dapat mandiri dalam mencari pemasukan dana dari luar untuk
menambah alokasi dana yang masih sangat kurang tersebut. senada
dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Sintang, yang menyatakan bahwa:

“Yang selama im kita ketahui bahwa ada desa-desa vang

mempunyai potensi desa, PAD desanya, sehingga tidak mutlak

berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah, sepertt

contoh desa yang sudah memiliki PAD nya sendiri dari sektor
perkebunan contohnya adalah desa Tawang San™.
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Dari apa vang telah di sampaikan diatas dapat diartikan bahwa
dart 391 desa vang ada di Kabupaten Sintang. vang diketahui
memiliki pendapatan ash desa dan telah di tuangkan dalam Peraturan
Desa hanya Desa Tawang Sarl saja, sementara desa vang lainnva
sampat dengan saat ini belum memiliki pendapatan asli desa. Dengan
demikian dapat diketahui bahwa tidak ada dana vang masuk dari luar
untuk mendukung kebijakan alokasi dana desa khususnya di Desa

Tanjung Ria.

Dalam mewujudkan pemerintah vang baik, maka pemerintah
desa khususnya Desa tanjung Ria sudah selayaknya melaksanakan
kebijakan alokasi dana desa secara transparan bertanggung jawab dan
dengan seadil-adilnya. Prasojo dkk (2012:4.9) menyatakan bahwa:

Tata pemerintahan vyang baikk memiliki ciri-cin  (a)

Mengikutsertakan semuanya, (b) Transparan dan

bertanggungjawab; (c) Efekiif dan Adil; (d) Menjamin adanya

supremasi hukum; (e) Menjamin bahwa prioritas-prioritas
politik, sosial, dan ekonomi di dasarkan pada Konsensus
masyarakat, dan (f) Memperhatikan kepentingan mereka yang

paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan
menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam penggelolaan
keuangan desa, transparansi merukan salah satu faktor penting yang
harus terus dipertahankan, karena dengan adanya transparansi akan
menjauhkan pelaksana kebijakan dari hal-hal vang tidak diinginkan
seperti contohnya adalah penggunaan alokasi dana desa yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
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¢. Sumber Daya Perlengkapan

Selain sumber dava manusia dan sumber dava keuangan,
sumber dava perlengkapan atau sarana dan prasarana yang memadai
merupakan aspek yang sangat penting dalam mengiplementasikan
kebijakan alokasi dana desa, hal tersebut dikarenakan bahwa tanpa
adanya sarana dan prasarana vang memadai maka meskipun didukung
oleh sumber daya sumber dayva manusia vang baik juga pada akhirnya
suatu kebijakan tidak dapat berjalan berjalan secara optimal, efektif

dan efisien.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung pada saat
penelitian dan berdasarkan ceklist data dilapangan, memang keadaan
sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Ria masih sangat
memprihatinkan, karena banyak sekali perlengkapan yang masih
sangat kurang, seperti meja kerja untuk masing-masing perangkat desa
masih belum ada, jadi masih menggunakan meja panjang untuk kerja
secara bersama-sama, belum ada ruangan kerja khusus untuk
sekretaris desa, Komputer yang ada kondisinya dalam keadaan rusak,
demikian juga dengan laptop yang ada mengalami kerusakan serta ada

beberapa buah printer yang sama sekali tidak dapat digunakan.

Sarana dan prasarana seperti laptop atau komputer dan printer
seharusnya merupakan sarana vital vang seharusnya selalu dalam
kondisi baik karena bukan hanya untuk mengurus keuangan desa saja

digunakan, tetapi banyak sekali pekerjaan administrasi di desa yang
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pengerjaannya menggunakan sarana dan prasarana tersebut.
Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan
Pemberdayaan Masvarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang

berkaitan dengan sarana dan prasarana menyatakan bahwa:

“Sarana dan prasananya vyang jelas adalah mereka harus
memiliki kantor dan seingat kita semua desa sudah memiliki
kantor, namun kendalanya adalah tidak semua desa memiliki
aliran listrik sehingga i merupakan salah satu faktor
penghambat dalam hal proses pelaksanaan administrasi
keuangan dan untuk pengerjaannya berupa komputer atau
laptop dan juga dikarenakan alokasi dana desa sudah
digulirkan dari tahun 2007, maka secara perlahan sudah
menyisthkan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana
kantor, baik untuk perbaikan meja kursinya, kantornya™.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di desa, pada
umumnya semua desa vang ada di Kabupaten Sintang sudah memiliki
fasilitas utama untuk bekerja yaitu gedung kantor, termasuk Desa
Tanjung Ria Kecamatan Sepauk. Dan desa juga sudah memiliki sarana
pendukung lainnya seperti komputer, printer, meja kerja dan

sebagainya.

Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kantor
Kecamatan Sepauk menyatakan bahwa “Perlengkapan untuk
melaksanakan kebijakan alokasi dana desa adalah ya yang pertama
perlengkapan administrasi untuk bekerja seperti dikantor vyang
memerlukan sarana dan prasarana seperti mesin ketik, laptop,

komputer, printer”.

Namun sayangnya kondisi yang ada di Desa Tanjung Ria

keadaannya banyak yang rusak, hal tersebut sejalan dengan apa yang
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disampaikan oleh Bendahara Desa Tanjung Ria vang menvatakan
bahwa “Kebanvakan alat dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat
difungsikan. sehingga dalam pengerjaannva menggunakan barang

pribadi dan juga sewa”.

Tabel 4.7
HASIL OBSERVASI
(CHECK LIST)
No Item Yang Diamati | Fisik | Ket
Ada Tidak

N — A

(U] 2) [CRECOEEY
J Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda v

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa v

3 Peraturan Pemernintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang v

Desa
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang v
Desa

5 Peraturan Bupati sintang Nomor 33 tahun 2012 tentang 4
| pengelolaan keuangan desa

6 Uraian Tugas Pemerintah Desa Tanjung Ria v

7 Daftar Hadir v

8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa v

9 Rencana Kerja Tahunan Kepala Desa v

10 | Standart Operating Procedures (SOP) v
' 11 | Lembar Disposist dalam pelaksanaan tugas di desa v |

12 | APBDes v

13 | Mesin Ketik v
L_li Komputer/Laptop v

15 | Printer v

16 | Ruang Kerja v

17 | Meja Kerja v

18 | Kursi kerja v

19 | Lemari Arsip v

20 | Arsip Peraturan Desa v

21 | Buku Data Keputusan Kepala Desa v

22 | Buku Data Inventaris Desa v

23 | Buku Anggaran Penerimaan v |
24 | Buku Anggaran Pengelwran Rutin [ VT T

235 | Buku Kas Umum v

26 | Buku Kas Pembantu Penerimaan v

27 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin v

28 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan v

29 | Buku Rencana Pembangunan v

30 § ATK v ]
| 31 | Buku Data Anggota BPD v

32 | Buku Data Keputusan BPD v B
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33 | Buku Data Kegiatan BPD v B
34 { Buku Ekpedisi BPD v
35 | Buku Agenda BPD v
d. Sumber Daya Informasi

Sumber Daya Informasi merupakan salah satu aspek penting
lainnya dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. Tidak ada
satupun organisasi vang tidak memerlukan suatu komunikas: yang
baik dan jelas dalam menjalankan kebijakannya, karena komunikasi
juga merupakan salah satu barometer suatu kebyjakan dapat ditenma
dan diserap dengan baik. Bahkan dalam pelaksanaan kebijakan
alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan pertanggungjawaban memerlukan komunikasi yang intensif
antara pengambil kebijakan dan sesama pelaksana kebijakan itu
sendin contohnya antara Kepala Desa dan Perangkat Desa serta

Badan Permusyawaratan Desa.

Berkaitan dengan sumber daya informast maka hal yang sangat
penting untuk terus dipertahankan adalah bagaimana komunikasi
antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebyakan itu sendir,
tujuannya supaya apa yang dilaksanakan oleh pelaksanan kebijakan
sesuai dengan apa vang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang,

menyatakan bahwa:
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“Terkait dengan komunikasi karena BPMPD ini merupakan
tupoksi dari seluruh rangkaian kegiatan proses pelaksanaan
alokasi dana desa, penvelenggaraan pemenntahan desanva dan
sektor pemberdavaannva, memang mau tidak mau suka tidak
suka komunikasi i harus tetap terjalin dan kita laksanakan
kepada seluruh aparatur perangkat desa melalui kepala desa
dan BPD, artinya dalam komunikasi imi bukan hanya formal
dalam ruangan saja, tetapi melalui teknologi juga kita bisa
melakukan komunikasi, artinya persoalan-persoalan vang ada
di desa dapat kita terima dengan cepat sehingga solusinva juga
cepat”.

Artinya bahwa Badan Pemberdayaan Masvarakat dan
Pemerintah Desa sebagai pengambil kebijakan berkewajiban
memberikan informasi yang jelas terhadap desa agar kebijakannya
dapat dijjalankan sesual dengan peraturan yang ada dengan
menggunakan berbagai media, lebih lanjut Kepala Bidang
Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa “Media
yang digunakan kita bisa melalu1 bentuk surat petunjuk, pembinaan
malalui bimtek ataupun komunikasi secara langsung melalui media

berupa telepon™.

Desa Tanjung Ria dalam melaksanakan kebijakan alokasi
dana desa tentunya sangat memerlukan informasi vang jelas dan
akurat serta berkesinambungan, sehingga pelaksanaan kebijakan yang
dijalan tidak menyimpang dari apa vang telah ditentukan dan
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yvang berlaku dan

juga petunjuk teknis yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria, menyatakan

bahwa “Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan alokasi
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dana desa Terutama di kabupaten di adakan pelatithan dan rapat kerja
dengan kepala desa serta juga di kecamatan diadakan pertemuan-
pertemuan setiap tahunnya vang diselenggaran oleh kabupaten,
sementara desa konsultasi sendiri ke kecamatan dan ke kabupaten™.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa informasi yang
diterima oleh desa dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa
adalah melalui sosialisasi yang disampaikan kan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta didampingi dari
Kantor Kecamatan Sepauk dan juga melalui bimbingan teknis serta
secara inisiatif pemernntah desa berkonsultasi secara langsung ke
kabupaten maupun ke kecamatan.

Selain melalui bimbingan teknis dan pelatihan, informasi yang
digunakan oleh Desa Tanjung Ria adalah peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun
daerah, hal tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
Kepala Desa Tanjung Ria tentang Peraturan yang digunakan, vaitu
adalah: “Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sintang,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ™.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tentunya hal yang tidak
ingin  diharapkan oleh pengambil kebyjakan adalah suatu
penyimpangan dari apa vang telah disampaikan. Wawancara dengan

Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk,
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menyatakan bahwa “sejauh im1 memang kita hhat tidak ada
penvimpangan vang cukup bearti, karena kita selalu memonitor agar
kebijjakan alokasi dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan vang ada”. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa
kebijakan vang dilaksanakan oleh Desa Tanjung Ria sudah sesuai
dengan peraturan yang ada.

Lebih lanjut Kasubbag Keuangan dan Program Kantor
Kecamatan Sepauk. menyatakan bahwa “Sejauh ini memang seperti
vang selalu kita himbau itu memang dilaksanakan namun pun didalam
pelaksanaannya mungkin ada hal-hal vang tidak terlalu persis tetapi
sampai saat ini khusus untuk Desa Tanjung Ria kita belum ada
laporan mengenai yang tidak sesuai dengan aturan™.

Dengan demikian maka dalam penyampaian informasi dan
dalam melaksanakan informasi bagi desa Tanjung Ria tidak

diketemukan permasalahan yang bearti.

e. Sumber Daya Kewenangan

Dalam Pemerintah Desa khususnya Desa Tanjung Ria untuk
menjalankan tugasnya masing-masing tentunya tidak terlepas dari
tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan demikian perlu
adanya pembagian tugas vang baik dan benar supaya setiap orang
mendapatkan porst vang sesuai dengan kualifikasi yang telah
ditetapkan secara aturan sehingga melahirkan metode kerja dan

pendistribusian kewenangan yang benar pula.
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Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada
Badan Pemberdavaan Masyvarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten

Sintang, menvatakan bahwa:

“Kalau kita berbicara sumber daya manusianya ini relatif,
karena kita tahu juga di tahun 2014 kebawah, terkait dengan
rekruitmen pengangkatan perangkat desanva, kepala desanya
dan vang lebth pokok terkait dengan kualitas dan juga
bersinggungan langsung dengan tingkat kesejahteraan, kita
Jjuga selaku unsur pembina atau tupoksi vang ada di kabupaten
kita tidak bisa berharap banyak terhadap kualitas yang
diharapkan karena tingkat kesejahteraan perangkat desa ini
sangat rendah terutama perangkat desa, tungjangannya hanya
beberapa ratus ribu perbulannya dan diterima juga secara
triwulan dan kalau ditinjau dan tingkat kelayakan maka ini
sangat jauh dar layak, makanya ditahun 2015 1ni kita berupaya
sedikit demi sedikit untuk meningkatkan sumber daya
manusianya dengan memberikan semacam tunjangan yang kita
anggap hampir mendekati tingkat kelayakan dan diharapkan
berimbas kepada perbaikan kinerja kepala desa dan perangkat
desa”.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa pada dasamya Kepala
Desa beserta perangkatnya mengerti tugas pokok dan fungsinya,
namun apabila dikaitkan dengan kesejahteraan yang masih sangat jauh
dan yang ditharapkan seperti yang telah disampaikan diatas maka tidak
bisa berharap banyak kepada pemerintah desa melaksanakan kerja
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam wawancara dengan Kasubbag keuangan dan Program
Kantor Kecamatan Sepauk berkaitan dengan pembagian tugas antara
kepala desa dan perangkat desa, menyatakan bahwa “Dalam
pembagian tugasnya untuk Kades sebagai penanggung jawab secara
umum, tetapi yang bekerja juga ada sekdes dan dibantu oleh

bendahara”.
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Dan apa vang disampai tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa
dalam menjalankan wewenang sebagai Kepala Desa tentunva Kepala
Desa Tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh Sekretaris Desa dan
perangkat desa, sementara berkaitan dengan pelaksanaan keuangan
desa, Kepala Desa dibantu secara khusus oleh Bendahara Desa. Hal
tersebut sejalan juga dengan apa vang telah disampaikan oleh
Bendahara Desa Tanjung Ria, yang menyatakan bahwa “Sayva sebagai
bendahara membantu kepala desa dalam penvusunan anggaran
keuangan balk penerimaan maupun pengeluaran dan apa saja
keperluan yang diperlukan oleh desa dari ADD yang diterima™.

Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan
Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Kepala desa merupakan pengguna anggaran, dia punya
otoritas mengelola dana desa 1ni1 bersama-sama dengan BPD,
karena alokasi dana desa ini akan menjadikan sebuah payung
hukum vyang akan masuk dalam sebuah kesepatan yang
dirumuskan dalam peraturan desa, jadi semua persoalan vang
terkait dengan anggaran akan dituangkan dalam peraturan desa
tentang APBDes, artinya kewenangan desa ini sangat mutlak
dan itu yang membedakan desa dengan kelurahan dan SKPD.
Desa sendiri mempunyai otoritas dan otonomi desa, selain
memiliki alokasi dana desa mereka juga mempunyai hak untuk
mengembangkan potensi yang ada”.

Berdasarkan pemvataan diatas dan dikaitkan dengan aspek
sumber daya wewenang, maka Kepala Desa merupakan pemegang
otoritas tertinggi dalam pemerintahan desa, Dia sebagai pengguna
anggaran dan mempunyai otoritas mengelola dana desa dengan di

awasi oleh BPD untuk di tingkat desanya sendini. Dan juga desa
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termasuk Desa Tanjung Ria mempunyvar hak untuk mengembangkan
potenst desanva dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang
pendapatan asli desa.

Dalam menjalankan tugasnva masing-masing dilapangan,
tentunya desa berkewajiban membuat wuraian tugas sebagai
panduannya dalam bekerja, lebih lanjut wawancara dengan Kepala
Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdavaan Masyarakat

dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menvatakan bahwa:

“Terkait dengan uraian tugas ini, semua dengan berkewajiban
membuat struktur organisasi pemerntahan desa, jadi disitu
jelas tupoksi kepala desa sebagai penanggungjawab dalam
pemerintahan desa dan selaku pengguna anggaran dengan
dibantu bendahara desa, Cuma proses pelaksanaannya
dikaitkan dengan sumber daya manusianya maka ada tupokst
yang seharusnya milik dia dikerjakan oleh orang lain, sehingga
tupokst vang dikerjakan tidak mengacu kepada SOTK yang
ada dan 1tu merupakan kebijjakan kepala desa untuk
memperlancar proses pekerjaan”.

Dalam pernyataan tersebut sudah jelas bahwa yang dimiliki
desa sampai dengan saat inl hanya berupa Struktur Organisasi Tata
Kerja (SOTK), jadi desa belum memiliki uraian tugas secara khusus,
jadi mereka bekerja hanya berdasarkan SOTK vang ada, termasuk

Desa Tanjung Ria.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan Camat
Sepauk, Kasubbag Keuangan dan Program, Kepala Desa Tanjung Ria,
Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, semuanva menyatakan bahwa
Desa Tanjung Ria belum memuliki uraian tugas dalam menjalankan

tugasnya masing-masing dan tidak ada penjelasan lebith lanjut
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mengenatr alasan mengapa belum adanva uraian tugas tersebut.
Mereka bekerja hanva berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja
(SOTK) saja sehingga mereka menjadi kesulitan karena tidak adanva

panduan lebih lanjut.

3. Disposisi

Salah satu aspek penting lainnva selain komunikasi dan sumber
daya adalah aspek dar sikap pelaksana kebijakan itu sendiri atau disposisi
karena berhubungan dengan implementor dalam melaksanakan kebijakan
itu sendiri. Pengaruh dari sikap pelaksana kebijakan atau disposisi
terhadap suatu kebijjakan sangat besar sekali karena jika para pelaksana
bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini bearti adanya
dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan
sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal
Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku para pelaksana
berbeda dengan pembuat kebyakan, maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan menjadi semakin sulit.

Disposisi boleh dikatakan merupakan watak dan sifat yang dimiliki
pelaksana kebiyakan seperti kejujuran, komitmen dan keterbukaan.
Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria, menyatakan bahwa “Kami
Sangat mendukung Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria”.
Dengan demikian maka kebijakan alokasi dana desa khususnya di desa
tanjung ria mendapatkan dukungan penuh, sehingga Kkebijakan

dilaksanakan sesuai dengan peraturan vang berlaku.
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Dari pithak Kecamatan Sepauk juga menvatakan sikap mereka
terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria, Kasubbag
Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menvatakan bahwa
“Memang untuk kegiatan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria Kami
sangat mendukung sepenuhnya kebijakan dan kegiatan alokasi dana desa
khususnya di Desa Tanjung Ria™.

Dari pernyataan tersebut diatas dapat diartikan bahwa pihak
kecamatan Sepauk sebagai pendamping pengelolaan keuangan di desa
sangat mendukung kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang,

menyatakan bahwa:

“Jelas secara pribadi dan secara institusi kita sangat mendukung
dan inilah salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan
kemampuan desanya dalam mengembangkan sektor
penyelenggaraan pemerinatah desa, sumber daya manusianya dan
pemberdayaan masyarakatnya serta peningkatan infrastrukturnya,
karena tanpa adanya dukungan dari alokasi dana desa yang berasal
dari APBD dan pusat rasanya mustahil desa bisa berbuat, bisa
berubah dan bisa meningkatkan kesejahteraannya, sehingga saya
secara pribadi tetap mendukung supaya kebijakan im tetap
dilanjutkan, dan dukungan dari SKPD adalah melalui pembinaan
dan pengawasan”.

Dari apa yang telah disampaikan tersebut diatas, Kepala Bidang
Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Kabupaten Sintang sebagai pejabat teknis vyang
bertanggungjawab terhadap kebijjakan alokasi dana desa sangat
mendukung kebijakan tersebut karena dengan adanya alokasi dana desa

maka pemerintah dapat membantu desa dalam meningkatkan kemampuan
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desanva dalam mengembangkan sektor penvelenggaraan pemerinatah
desa. sumber dava manusianya dan pemberdayaan masvarakatnya serta

peningkatan infrastrukturnya.

4, Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dapat dipisahkan menjadi dua arti vang
berbeda vang pertama adalah struktur vang secara umum dapat dipahami
sebagat sekumpulan variabel yvang masing-masing dapat berbeda tipe dan
dikelompokkan kedalam satu nama, struktur membantu mengatur segala
yang tergabung didalam satu tempat untuk menjalankan tugasnya masing-
masing.

Sementara Organisasi secara umum adalah sebuah sistem yang
terdirt dan sekumpulan individu terhadap pembagian kerja kelompok
dalam rangka mewujudkan tuyjuan yang telah diciptakan secara sistematis
dan struktural serta sebagai tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama
secara rasional dan sistematis, terorganisasi, terencana, terkendal dan
terpimpin dalam memanfaatkan sumber daya vang digunakan secara
efektif dan efisien dalam mencapa tujuan organisasi secara bersama-sama.
Kekuatan utama organisasi adalah kemampuannya menjalankan kegiatan-
kegiatan vang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sedangkan
kelemahannya adalah dengan spesialisasi vang telah ditetapkan maka
ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan yang berlaku
maka tidak dapat di toleransi lagi.

Struktur Organisast merupakan salah satu badan yvang paling sering

bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward
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Ada dua karaktenistik utama struktur orgamisasi, vakni prosedur kerja
ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan Srandart Operating
Procedures (SOP) dan fragmentasi.

SOP merupakan aspek vang sangat penting dalam suatu organisasi,
karena organisasi vang tidak memiliki SOP adalah oragnisasi yang buta
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinva karena tidak ada standar
yang ditetapkan secara baku dalam menyelesaikan perkerjaan maupun
permasalahan vang terjalan dilapangan dan juga dapat menjadi
penghambat dalam melaksanakan implementasi kebijakan alokasi dana
desa di Desa Tanjung Ria. Winarno (2012:208) menyatakan SOP adalah:

“Penyeragaman tindakan-tindakan dari para pejabat dalam

organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya

dapat menimbulkan fleksibelitas yang besar (orang dapat
dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan
kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan’.

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa SOP vang fleksibel
dengan kontrol yang maksimal apabila dikaitkan dengan implementasi
kebijakan maka akan mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria. Kasubbag Keuangan
dan Program Kantor Kecamatan Sepauk menyatakan bahwa “Untuk
sampai dengan saat ini kita belum pernah menerima tembusan khususnya
untuk SOP Desa Tanjung Ria dan sepengetahuan saya juga Desa Tanjung
Ria belum membuat SOP terkait dengan pelaksanaan kebijakan alokasi
dana desa”.

Terkait dengan pernyataan tersebut diatas sangat jelas bahwa Desa

Tanjung Ria tampaknya belum mempunyai SOP karena dari apa yang
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disampatkan diatas bahwa belum ada tembusan atau fotocopy SOP vang
masuk ke Kantor Kecamatan Sepauk.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria berkaitan dengan
keberadaan SOP di desanva menvatakan bahwa “Belum, karena
kesejahteraan perangkat desa belum terpenuhi, sehingga pekerjaan mereka
mengambang kesana sint dan belum ada contoh dari desa lainnya, karena
rata-rata desa di sepauk ini nampaknya belum ada juga SOP nya™.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa Desa
Tanjung Ria belum memiliki SOP dengan alasannva adalah karena
kesejahteraan Perangkat Desa vang ada di Desa Tanjung Ria masih sangat
jauh dari apa vang diharapkan sehingga mereka tidak tau harus berbuat
apa, salah satunya adalah belum membuat SOP.

Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Ria Menyatakan
bahwa “Tidak ada, atau kami belum mendapatkan juknis tentang tata cara
penyusunan SOP sehingga sampai dengan saat ini tidak ada SOP yang
berkaitan dengan pelaksanaan alokasi dana desa”.

Sangat jelas bahwa Desa Tanjung Ria belum memiiitki SOP
dikarenakan belum mendapatkan juknis tentang tata cara penyusunan
SOP. Dari beberapa pernyataan dalam wawancara di tersebut atas, dapat
disimpulkan bahwa Desa Tanjung Ria belum memiliki dan belum pernah
menyusun SOP.

Dalam wawancara secara mendalam dengan Kepala Bidang
Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:
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“Terkait dengan SOP ini, dengan kapasitas Kita yang sekarang
Juga, maka pembinaan pengelolaan keuangan desa masih dipegang
oleh satu kasi vang standarnva oleh masing-masing desa harus
membuat SOP nva dan kabupaten berkewajiban memberikan
panduan sehingga kedepannyva desa mempunvai pola vang sama
terhadap pelayvanan kepada masvarakat sehingga kedepan juga kita
bisa memberikan pedoman atau petunjuk kepada desa untuk
membuat SOP ini™.

Fragmentasi adalah Sifat kedua dari struktur organisasi vang
berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan khususnva kebijakan alokasi
dana desa, fragmentasi dalam hal ini merupakan penyebaran tanggung
jawab suatu kebijakan kepada desa yang berbeda sehingga memerlukan
koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi vang diperlukan
untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan
keberhasilan program atau kebijakan. Berdasarkan pengamatan secara
langsung penulis dilapangan selama melakukan penelitian bahwa di
Kecamatan Sepauk terdapat 40 (empat puluh) desa vang harus didampingi
oleh Tim Pendamping Kecamatan untuk melaksanakan kebijakan alokasi
dana desa, namun oleh karena tenaga vang terbatas vang ada di kecamatan
maka terkadang koordinasi antara desa dengan kecamatan cukup sulit dan
juga pada tahap pembinaan tidak semua desa vang ada di kecamatan
sepauk bisa dikunjungi dalam satu tahun, mengingat kondisi jalan yang
rusak, waktu dan tenaga vang terbatas serta minimnva dana yang ada di

kecamatan.

Mengacu pada pengamatan penulis dilapangan diatas, dapat
dipahami bahwa terdapat suatu fragmentasi organisasi di tingkat

kecamatan sebagal pendamping desa pada pelaksanaan kebijakan alokasi
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dana desa khususnva dalam hal pembinaan dan juga sampai dengan

pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa
Tanjung Ria merupakan salah satu hal penting juga selain dari SOP, hal
tersebut dilakukan tentunya dengan harapan bahwa pelaksanaan kebijakan
alokasi dana desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
Berkenaan dengan pengawasan, lebih lanjut Kepala Bidang Pemerintahan
Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa:

“Jelas, untuk pengawasan ini kita telah mengeluarkan aturan bahwa
untuk proses pencairan tahap pertama, semua SPJ kopian tahun
sebelumnya harus sudah ada demikian dengan tahap berikutnya,
dan apabila desa sudah menerima alokasi dana desa maka desa
berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya sehingga
apabila ini belum dilakukan maka kita akan menangguhkan proses
pencairannya, untuk itu kita terus melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap proses penyelesaian SPJ desa dengan
melibatkan pihak kecamatan”.

Pengawasan sudah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang sebagai leading
sector dengan menerapkan aturan vang ketat, tentunya tidak akan
mencairkan dana desa sebelum dana yang sudah dicairkan sebelumnya
dipertangungjawabkan secara tepat dan benar. Dan tentunva pengawasan
tetap melibatkan instansi terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Dalam Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Program Kantor Kecamatan Sepauk menyatakan bahwa:

”Kalau untuk pengawasan untuk tingkat kabupaten ada inspektorat

lalu disamping Inspketorat yang membina juga ada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan untuk tingkat
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kecamatan ada tim pendamping tingkat kecamatan, selanjutnva

untuk tingkat desa pengawasan pemerintahan desa dilakukan oleh

BPD™.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa
pengawasan terhadap pemerintah Desa Tanjung Ria berkaitan dengan
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dilakukan dari tingkat
kabupaten seperti Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa dan di tingkat Desa oleh BPD, sementara tingkat
Kecamatan sebagai Pendamping desa dalam mengimplementasikan
kebijakan alokasi dana desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria berkaitan dengan
pihak-pihak yang melaksanakan tugas pengawasan menvatakan bahwa
“Sudah ada, pengawasan dilakukan dari kabupaten sintang dari inspektorat
dan kecamatan sebagai pendamping desa dalam pelaksanaan kebijakan
alokasi dana desa” Hal tersebut diatas sejalan dengan apa vang telah
disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Kantor
Kecamatan Sepauk.

Dari beberapa pemyataan diatas sangat jelas bahwa pengawasan
telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sampai dengan tingkat desa,
sehingga seharusnva tidak ada alasan lagi bagi desa untuk tidak

melaksanakan kebijakan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan dan

Ketentuan yang berlaku.
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C. PEMBAHASAN
1. Komunikasi
Dalam mengkomunikasi kebijakan ada beberapa faktor vang

mempengaruhi diantaranya adalah Transmisi, Konsistensi dan kejelasan.

Berikut analisis data berdasarkan hasil penelitian diatas atas:

a. Transmis}
Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara tersebut di atas maka
dalam transmisi kebijakan alokasi dana desa tidak terdapat
permasalahan yang bearti, karena instansi yang terkait sebagai Leading
Sector yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
telah melakukan penyampaian informasi kebijakan tersebut kepada
pemerintah desa khususnya Desa Tanjung Ria dan apa yang ingin
disampaikan serta pesan-pesannya dapat diterima dan dipahami dengan
baik oleh kepala desa dan perangkat Desa Tanjung Ria sebagai
pelaksana kebijakan.

b. Konsistensi
Walaupun terdapat sedikit perbedaan penyampaian kebijakan vyang
intinya adalah sama namun dengan adanva penyampaian informasi,
pembinaan dan pengawasan vang secara terus menerus dan
berkesinambungan maka hal itu akan dapat dengan mudah dipahami
oleh Kepala Desa dan Perangkatnva dalam menjalankan kebijjakannya
tersebut, hal itu senada dengan apa vang telah disampaikan oleh
Kasubbag Keuangan dan Program Kantor Kecamatan Sepauk vang

menyatakan bahwa “Dari efek pesan vang berkesinambungan tersebut
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kita lihat untuk sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun vang
lalu, hasilnva mulai dan pengelolaan administrasi sudah cukup baik
hanya masih belum terlalu disiplin™.

c. Kejelasan
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka petunjuk teknis tentang
pelaksanaan alokasi desa telah disampaikan oleh instansi yang terkait
vaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemernintahan Desa
Kabupaten Sintang, dengan demikian maka aspek kejelasan dalam
komunikasi kebijakan alokasi dana desa tidak ditemukan masalah
cukup fatal.

2. Sumber Daya

a. Staf
Dari hasil wawancara di atas tampak bahwa Kepala Desa dan
Perangkatnya sudah mampu melaksanakan tugasnya untuk
melaksanakan kebijakan alokasi dana desa, tetapt masih sangat perlu
untuk ditingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatithan, serta
bimbingan teknis bagi kepala desa beserta dengan perangkatnya.

b. Keuangan
Dari hasil wawancara, pernvataan di atas tampak bahwa sumber daya
keuangan vang ada untuk mendukung kebijakan alokasi dana desa
masih sangat kurang, hal tersebut terlihat dari besaran anggaran yang
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2014 yang hanya sebesar 3,2 persen saja dan sangat pelu

untuk ditingkatkan serta jumlah honor atau penghasilan Kepala desa,
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Perangkat Desa dan bendaharan desa serta BPD vang masih sangat
Jauh dan cukup juga perlu mendapatkan perhatian secara khusus.

c. Perlengkapan
Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis secara langsung
dilapangan, dapat digambarkan bahwa vang menjadi faktor utama tidak
maksimalnya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung
Ria adalah disebabkan oleh tidak memadai dan tidak layaknya
perlengkapan vang dibutuhkan.

d. Informasi
Dart hasil wawancara, pemyataan di atas tampak bahwa dengan
demikian maka dalam penyampaian informasi dan dalam
melaksanakan informasi bagi desa Tanjung Ria tidak diketemukan
permasalahan vang bearti.

e. Kewenangan
Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Desa Tanjung
Ria sama sekali belum memiliki uraian tugas sehingga berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah desa itu sendiri dalam mencapai tujuan
yang diinginkan dengan demikian dapat dipastikan bahwa dengan tidak
adanva uraian tugas tersebut akan menghambat implementasi kebijakan
alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria.

3. Disposisi
Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa baik dari pihak Kecamatan
Sepauk maupun dari pihak pelaksana kebijjakan dan pengambil kebjjakan

bersedia dan menerima serta mendukung kebijakan alokasi dana desa khususnya

di Desa Tanjung Ria.
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa desa-desa vang ada

di kabupaten sintang belum ada yang memiliki SOP termasuk Desa Tanjung Ria,

hal i dikarenakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Kabupaten Sintang sampai dengan saat ini belum membuat petunjuk teknis

tentang penyusunan SOP bagi desa. Dan juga terjadi Fragmentasi organisasi

yang disebabkan oleh banyaknva desa vang harus didampingi dari Tim

Pendamping kecamatan sepauk.

Tabel 4.8
Penelitian Terdahulu dan penelitian TAPM Ini

NO | PENULIS (JUDUL) TUJUAN METODE [ HASIL

1. Agus Jam a. Untuk mengetahui | Penelitian !'a. Pemanfaatan ADD
Tahun 2010 Perncanaan ADD deskriptif { belum optimal
(Pengelolaan b. Untuk mengetahui | dengan dengan | b. Pelaksanaan ADD
Kebijakan Alokasi Pelaksanaan ADD | pendekatan [ belum didukung
Dana Desa Di Desa ¢. Untuk mengetahui | kualitatif i PAD
Bagelang Jaya Pengawasan ADD [ c¢. Petunjuk teknis
Kecamatan Ketungau | d. Untuk mendukung i belum dipahanu
Tengah Kabupaten faktor2 pendukung i
Sintang) dan penghambat ‘}

2. Sulaiman a. Ingin mengetahui Metode Policy l a. Pemanfaatan ADD
Tahun 2013 Proses Research I belum sesuai
(Pemanfaatan Pemanfaatan ADD r identitas otonomi
Alokasi Dana Desa b. Ingin mengetahui !'b. Dampak ADD
Dalam Pemberdayaan Dampak ] belum dirasakan
Masyarakat D1 Desa Pemanfaatan ADD | secara maksimal
Nanga Jetak ¢. Ingin menganalisis ¢. Kebijakan ADD
Kecamatan Dedai kebijakan | untuk
Kabupaten Sintang pemanfaatan ADD r‘ pembcrdayagn

I belum maksimal
[

3 | DaruWisaki ~ [a Memberikan | Metode “a Pencapaian tyuan |
Tahun 2008 gambaran penelitian % ADD belum
(Implementasi ‘pelaksanaan ADD | Deskriptif i maksimal
Kebijakan Alokasi b. Mengidentifikasi Kualitatif ( b. Sosialisasi kepada
Dana Desa di faktor2 yang ‘ masyarakat belum
Wilayah Kecamatan mempegaruhi . ada
Geyer Kabupaten pelaksanaan ADD | ¢. Tingkat pendidikan
Grobokan) i pelaksana masih

! rendah
d. Tidak ada

pembagian secara
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jelas

Joni Tahun 2015
(Faktor-faktor yang
mempengaruhi
Implementasi
Kebijakan Alokasi
Dana Desa di Desa
Tanjung Ria
Kecamatan Sepauk
Kabupaten Sintang)

a.

Menganalisis
kebijakan dilihat
dari faktor
komunikast

. Menganalisis

kebijakan dilihat
dan faktor sumber
daya

. Menganalisis

kebijakan dilihat
dar1 faktor
disposisi

. Menganalisis

kebijakan dilihat
dari faktor struktur
birokrasi

Metode
penelitian
deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif

i a.

Komunikasi sudah
bejalan dengan
baik dilithat dan
aspek transmaisi,
konsistensi dan
kejelasan.

. Masih banyak

kendala dalam
sumber Khususnya
staf, keuangan,
perlengkapan
sampai dengan
wewenang.

. Dari faktor

disposisi telah di
dukung oleh semua
elemen

. Dan struktur

organisasi belum
adanya SOP dan
terjadinya
tfragmentast.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Mengacu pada uraian vang telah dikemukakan pada latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sampai dengan hasil
penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan dalam Bab IV mengenai
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria Kecamatan
Sepauk Kabupaten Sintang, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai
berikut:
1. Komunikasi dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
a. Aspek Transmisi
Bahwa dilihat dari aspek transmusi, kebijakan alokasi dana desa telah
disampaikan dan disebarkan oleh instansi terkait dan oleh leading
sector yaitu Badan Pemberdayaan Masvarakat dan Pemerintah Desa
Kabupaten Sintang.
b. Aspek Konsistensi
Bahwa dilihat dari aspek konsistensi, pemerintah kabupaten sintang
telah mengkomunikasikan kebijjakan alokasi dana desa secara
konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.
c. Aspek Kejelasan
Bahwa dilihat dari aspek Kkejelasan, petunjuk teknis tentang

pelaksanaan alokasi dana desa telah disampaikan oleh Badan
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Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta instansi
terkait.
2. Sumber Daya dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa dilihat

dari beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek Sumber Daya Staf
Bahwa dilihat dari aspek sumber daya staf pada dasamva sudah
mampu menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan alokasi
dana desa, tetapi masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi melalui
pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis bagi kepala desa
beserta dengan perangkatnya serta bagi Badan Permusyawaratan
Desa.

b. Aspek Sumber Daya Keuangan
Bahwa dilihat dan aspek sumber dayva keuangan yang ada di Desa
Tanjung Ria masih sangat kurang, demikian juga dengan jumlah
honor atau penghasilan Kepala desa, Perangkat Desa dan bendahara
desa serta Badan Permusyawaratan Desa masih jauh dari yang
namanya namanya dikatakan layak.

c. Aspek Sumber Daya Perlengkapan
Bahwa dilihat dari aspek sumber daya perlengkapan, salah satu
penyebab utama tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan alokasi
dana desa di Desa Tanjung Ria, adalah disebabkan oleh tidak
memadai dan tidak lavaknya perlengkapan atau sarana dan prasarana

yang dibutuhkan di Desa Tanjung Ria.
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d. Aspek Sumber Dava Informasi
Bahwa dilihat dari aspek sumber dava informasi. Penyampaikan
informasi vang dilaksanakan oleh pengambil kebijakan dan instansi
terkait sudah berjalan sebagaimana mestinva dan perlu untuk
dipertahankan serta ditingkatkan lagi.

e. Aspek Sumber Daya Kewenangan
Bahwa dilihat dan aspek sumber daya kewenangan, Desa Tanjung
Ria belum memiliki uraian tugas dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa itu
sendiri dalam mencapai tujuan serta visi dan misinya.

3. Bahwa dilihat dari aspek disposisi, seluruh elemen pemerintah desa, batk
Kepala Desa maupun Perangkat Desa menerima dan mendukung
implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria.
Demikian juga dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sintang
melalui instansi terkait sampat dengan pemerintah Kecamatan Sepauk.

4. Bahwa dilihat darn aspek struktur organisasi, Desa Tanjung Ria belum
memiliki SOP berkaitan dengan kebijakan alokasi dana desa sehingga
tidak ada standarisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing dan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Selain
itu juga terjadi Fragmentasi organisasi vang disebabkan oleh banyaknya

desa yang harus didampingi dari Tim Pendamping kecamatan sepauk.
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B. Saran
Berangkat dart Kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penting
vang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang, vaitu:

1. Seluruh SKPD terkait vang mempunvai tugas bersentuhan langsung
dengan kebijakan alokasi dana desa, hendaknya meningkatkan sumber
dava manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis
bagi kepala desa beserta dengan perangkatnya serta bagi Badan
Permusyawaratan Desa.

2. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya meningkatkan sumber daya
keuangan vang ada di desa dan meningkatkan jumlah honor atau
penghasilan kepala desa, perangkat desa. bendahara desa dan badan
permusyawaratan desa melalui tambahan bantuan dana pada ADD dan
Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

3. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya meningkatkan sarana dan
prasarana vang ada di desa yang sampai dengan saat ini kondisinya sudah
banyak yang rusak melalul melalui bantuan pembangunan gedung, sarana
dan prasarana oleh instansi terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum.

4. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya mendorong pemerintah desa
untuk membuat SOP dalam melaksanakan perkerjaan, agar terciptanva
standarisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing melalul pembuatan petunjuk teknis atau pedoman penyusunan
SOP bagi desa di Kabupaten Sintang, serta meningkatkan jumlah tenaga

tim pendamping kecamatan dalam membantu desa melaksanakan
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kebijakan alokasi dana desa dan bahkan melalur pemekaran Kecamatan

Sepauk.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Ria

Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

1. Apakah Bapak tau tujuan dan maksud dari alokasi dana desa?
2. Aspek Komunikasi
a. Transmisi
1) Apakah kebijakan alokasi dana desa pernah disebarkan atau
disampaikan kepada sasaran?
2) Instansi mana yang berwenang memberikan informasi berkaitan
dengan kebijakan alokasi dana desa khususnya di Desa Tanjung Ria?
3) Siapa komunikator yang terlibat dalam penyebaran informasi tentang
kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
4) Pesan-pesan apa yang disampaikan dalam rangka penyebaran
informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
b. Konsistensi
1) Apakah informasi yang disampaikan oleh implementor sama di Desa
Tanjung Ria?
2) Apakah komunikator selalu sama dalam penvampaian informasi
tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
3) Apakah vang disampaikan berkesinambungan tentang kebijakan

alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
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4) Apa saja efek pesan vang berkesinambungan dalam penvampaian
informasi terhadap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Tanjung
Ria?
c. Kejelasan
1) Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk-petunjuk teknis bagi Desa
Tanjung Ria dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa?
2) Media apa yang digunakan oleh  komunikator dalam menjelaskan
kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
3) Apakah pesan vang disampaikan dapat diterima pada saat penyampaian
informasi tentang kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
4) Bagaimana dampak informasi terhadap kebijakan alokasi dana desa di
Desa Tanjung Ria?
S) Apa saja hasil yang diharapkan atas pelaksanaan alokasi dana desa di Desa
Tanjung Ria?
3. Aspek Sumber-Sumber
a. Staf (Sumber Daya Manusia)
1) Bagaimana struktur organisasi Desa Tanjung Ria sebagai pelaksana
kebijakan alokasi dana desa?
2) Bagaimana sistem penerimaan kepala urusan dan Bendahara Desa di
Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk?
3) Bagaimana bentuk pembinaan/pelatihan yang ditkuti Kepala Desa dan
Perangkat Desa terkait dengan kebijakan alokasi dana desa di Desa

Tanjung Ria?
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4) Bagaimanakah untuk mengetahui bahwa pelatihan vang diikuti berhasil
meningkatkan sumber dava manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Desa Tanjung Ria?

b. Sumber Daya Informasi

1) Apakah anda mempunyar cukup informasi mengenai bagaimana
melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa?

2) Apa saja data/peraturan vang diperlukan untuk bisa melaksanakan
kebijakan Alokasi Dana Desa?

3) Media apa saja yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang
kebijakan alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?

4) Bagaimana cara Pemerintah Desa tanjung Ria untuk mendapatkan
informasi vang lebih banvak tentang kebijakan Alokasi Dana Desa?

5) Apakah informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan
alokasi dana desa telah diserap dengan dan dilaksanakan dengan baik
oleh kepala desa dan perangkat Desa Tanjung Ria?

¢. Sumber Daya wewenang

1) Apakah anda tahu dan mengerti wewenang, tugas pokok dan fungsi
anda dalam kebijakan Alokasi Dana Desa?

2) Bagaimana bentuk pembagian tugas antara Kepala Desa dan Perangkat
Desa dalam melaksanakan kebijakan Alokasi dana Desa?

3) Bagaimana bentuk wewenang Desa tanjung Ria dalam melaksanakan

kebijakan Alokasi Dana Desa?
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4) Apakah pemerintah desa telah mempunvai uraian tugas berkaitan
dengan pelaksanaan kebijakan alokas: dana desa?
d. Sumber Dava Keuangan
1) Apakah telah dianggarkan di dalam APBDes kegiatan pelaksanaan
kebijakan Alokasi Dana Desa?
2) Apakah ada dana dar luar untuk mendukung kegiatan pelaksanaan
kebijakan Alokasi Dana Desa ?
3) Apakah ada dana vang disediakan secara khusus oleh pemerintah
untuk pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa?
4) Berapa jumlah honor atau tunjangan yang diterima oleh bendahara
desa?
e. Perlengkapan/ Fasilitas
1) Perlengkapan apa saja yang dipertukan untuk melaksanakan kebijakan
Alokasi Dana Desa?
2) Bagaimana dengan keadaan sarana pendukung untuk melaksanakan
kebijakan Alokasi Dana Desa?
3) Apakah anda mendapatkan perlengkapan yang anda butuhkan untuk
melaksanakan kebiakan Alokasi Dana Desa?
4. Aspek Disposisi atau Sikap Pelaksana
a.  Apakah anda menerima dan mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa di
Desa Tanjung Ria?
b. Apakah anda sudah menunjukan sikap yang ramah terhadap kebijakan

alokasi dana desa di Desa Tanjung Ria?
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c. Sikap positif seperti apa yvang bapat tunjukan terhadap kebijakan alokasi
dana desa di Desa Tanjung Ria?

d.  Bagaimana respon anda terhadap kebijakan alokasi dana desa di Desa
Tanjung Ria?

5. Aspek Struktur Birokrasi

a. Apakah pemerintah desa tanjung ria telah mempunyai Standart Operating
Procedures (SOP) dalam dalam melaksanakan kebijakan Alokasi Dana
Desa?

b. Apakah terdapat tindakan-tindakan dari kepala desa yang dapat
menghambat proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa?

c. Apakah pengawasan pelaksanaan kebijjakan Alokasi Dana Desa telah

dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah?
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMANTASI KEBIJAKAN
ALOKASIDANA DESA DI DESA TANJUNG RIA KECAMATAN SEPAUK

KABUPATEN SINTANG

DAFTAR OBSERVASI
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(CHECK LIST)
[ No | Item Yang Diamati | Fisik | Ket -!
Ada Tidak Ada
1| Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda | V| | |
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa v
3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa v
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa v
5 Peraturan Bupati sintang Nomor 33 tahun 2012 tentang v
pengelolaan keuangan desa |
6 Uralan Tugas Pemerintah Desa Tanjung Ria -J v F
7 | Daftar Hadir - S R v T
8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa v
9 Rencana Kerja Tahunan Kepala Desa v
10 | Standart Operating Procedures (SOP) v |
11 | Lembar Disposisi dalam pelaksanaan tugas di desa v
12 | APBDes v
113 Mesin Ketik R B v
14 | Komputer/Laptop v
15 | Prnter v
16 | Ruang Kerja v
17 | Meja Kerja v T
18 | Kursi kerja v ]
19 | Lemari Arsip ] v
20 TArsip Peraturan Desa v
21 | Buku Data Keputusan Kepala Desa v
22 | Buku Data Inventaris Desa v 1
23 | Buku Anggaran Penerimaan v ]
24 -[ Buku Anggaran Pengeluaran Rutin L v JL
25 | Buku Kas Unum v L
| 26 | Buku Kas Pembantu Penerimaan v L
27 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin v
28 | Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan | v |
29 | Buku Rencana Pembangunan v ‘
30 | ATK v ]
31 | Buku Data Anggota BPD v W; B
32 | Buku Data Keputusan BPD v |
33 | Buku Data Kegiatan BPD v 1
34 | Buku Ekpedisi BPD 2 1
'35 | Buku Agenda BPD - | v i

Observasi di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk
Pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2015
Oleh:

JONI
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Lampiran 3

DOKUMENTASI PHOTO

Gambar 1:
Kondisi Wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Gambar 2:
Kondisi Wawancara dengan Camat sepauk
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DOKUMENTASI PHOTO

Gambar 1:
Kondisi Wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program Kecamatan
Sepauk

Gambar 2:
Kondisi Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria
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DOKUMENTASI PHOTO

Gambar 3:
Kondisi Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Ria

h

Kondisi Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Ria

Gambar 4:
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DOKUMENTASI PHOTO

Gambar 5:
Pemerintah Kecamatan Sepauk

Gambar 6:
Foto Bersama Dengan Kepala Desa Tanjung Ria beserta dengan
perangkatnya
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